BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/256 /TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah
Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daeerah yang menyatakan bahwa
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah harus sudah ditetapkan paling lama
Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang menyatakan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus
disertai dengan penjelasan atau keterangan
berupa Naskah Akademik;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu
disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;




Mengingat

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan

penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 648595) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 3 Seri E);




10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyumas  Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 53;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 62);




13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun
2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
KEDUA :  Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan disain dan instrumen
penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
analisis data;
c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;
d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
e. melakukan forum penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf e kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan
Penelitian Daerah.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat

ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 2 APR 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 073/ 256 / TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No. JABATAN DALAM DINAS KDE /]\-:)Lill%/[U’Iﬁll\\/IN KETERANGAN

1 2 3 4
Bupati Banyumas Penasihat |

2. | Wakil Bupati Banyumas Penasihat II
Sekretaris Daerah Kabupaten Pengarah |
Banyumas

4. | Asekbang Sekda Kabupaten Pengarah Il
Banyumas

5. | Kepala Bappedalitbang Ketua
Kabupaten Banyumas

6. | Kepala Bidang Penelitian dan Sekretaris
Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan pengembangan
Daerah Kabupaten Banyumas

7. | Kepala Bidang Perencanaan Anggota
dan Pengendalian Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan pengembangan
Daerah Kabupaten Banyumas

8. | Kepala Bidang Akuntansi Anggota
Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas

9. | Kepala Bidang Anggaran Badan Anggota
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas

10/ Kepala Bidang Perbelanjaan Anggota
Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas




Perundang-undangan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas

1 2 3 -+
11| Kepala Bidang Aset Badan Anggota
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas
12| 2 (dua) Analis Kebijakan Ahli Anggota 1. Atik Munggiarti,
Muda pada Badan S.Si, MT.
Perencanaan Pembangunan, )
Penelitian dan pengembangan 2. Joko Nova Arianto,
Daerah Kabupaten Banyumas ST, MPA
13| 2 (dua) orang Perencana Muda Anggota 1. Nailul Barokah,
pada Badan Perencanaan :
Pembangunan, Penelitian dan S.hom, BLS1
pengembangan Daerah 2. Triadi Prasetyo, SE,
Kabupaten Banyumas M.Si
14| Perancang Perundang-undangan Anggota Gunawan Purboyo, SH
Ahli Muda pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas
15| Perancang Peraturan Anggota Elita Ernawati, SH

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIYONO




